BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDuUS
NOMOR: 130/40/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Menimbang

DI KABUPATEN KUDUS
BUPATI XUDUS,

- bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17
ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3¢
Tahun 2021 tentang  Penerapan Standar Pelayanan
Minimal, perlu dibentuk Tim Penerapan Standar
Pelayanan Minimal di Kabupaten Kudus;

- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, perly menetapkan Keputusan Bupati;

' Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah Kabupaten  dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah diubah beberapa kalj terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 lentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 lentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402),

- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 604 1);
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Menetapkan
KESATU

KEDUA

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tenlang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuvangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781),

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun
2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Dacrah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun

2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kudus Nomor 99);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten
Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);

10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 18 Tahun 2019 tentang
Mekanisme Penerapan Standar Pelayanan Minimal di
Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus
Tahun 2019 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Membentuk Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal di
Kabupaten Kudus dengan susunan Tim sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

mempunyai tugas sebagai berikut :

a. mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan
Bupati tentang Rencana Aksi Penerapan Standar
Pelayanan Minimal;

b. melakukan koordinasi dengan Tim Penerapan Standar
Pelayanan Minimal Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam
pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal:

c. melakukan koordinasi Penerapan Standar Pelayanan
Minimal dengan Perangkat Daerah pengampu Standar
Pelayanan Minimal;

d. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan
sinkronisasi terhadap data terkait kondisi Penerapan
Standar Pelayanan Minimal secara periodik;

¢. mengoordinasikan integrasi Standar Pelayanan Minimal
ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan
memastikan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
terintegrasi ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah
dan Renja Perangkat Daerah termasuk pembinaan
umum dan teknisnya;

f. - mengoordinasikan integrasi Standar Pelayanan Minimal
ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan
memastikan penerapan Standar Pelayanan Minimal
terintegrasi ke dalam anggaran pendapatan dan belanja
dacrah;

% 104

Dipimdal dengan CamScanner



8- mengoordinasikan  dan mengonsolidasikan sumber
pendanaan dalam pementthan pPengingaaran i
pencrapan Standar Pelavanan Minimal;

h. mengoordinasikan  perumusan Stralegi  pembinaan
teknis penerapan Standar Pelayanan Minimal;

i mengoordinasikan pemant
Pclayanan Minimal

boomelakukan sosialisosi penerapan Standar P.claycman
Minimal  kepada perwakilan  masyarakal sebagai
penerima manfaat:

auan dan cvaluasi Standar

Ko menerima dan menmdakianun pengaduan masvarakot
terkatt Penerapan Standar Pelayanan  Minimal dan
mereansalickisiiom Liporan penerapan dan pencapaian
Standar Pelayanan Minimal, termasuk laporan vang
disampaikan masvarakat  melalui - Sistem  Informasi
Pamerintaban Daeral vang lerintegrasi,

L. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan  Laporan
Penvelenggaraan Pemerintahan Daerah dan melakukan
anahsis sebagai ickomendasi untuk perencanaan tahun
berikuinya; dan

m.melaporkan  Penerapan Standar Pelavanan  Minimal
kepada sekretariat bersama melalui sistem pelaporan
Standar Pelayanan Minimal berbasis aplikasi setiap
triwulan.

KRETIGA © Dalam  rangka membantu  Tim Penerapan  Standar

Pelavinan Minimal dibentuk Sekrerariat Tim pencrapan
Standar Pelayanan Minimal dengan susunan keanggotaan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran 11 Keputusan ini.

KEEMPAT o Tugas  Sekretarial  Tim Penerapan  Standar Pelayanan

Minimal sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA adalah

sebagai berikut:

a. memberikan pelayanan teknis dan administratf kepac.
Tim Penerapan Standar Pclavanan Minimal; dan

b. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan kegiatan Tim
Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

KELIMA © Segala biaya yung timbul sebagai akibal ditctapkannya

Keputusan ini dibchankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Kudus.

KEENAM © Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditctapkan-di Kudus
pada $:ihdud 1Y laret 2022

AN\

Tembusan -

1. Gubernur Jawa Tengah,;

2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyal Dacrah Kabupaten Kudus;

3. Kepala Perangkat Daerah / Unit Kerja o lingkungan Pemeriniah Kabupten

Kudus yang terkait;

. Tim dan Sekretariat Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten

Kudus.
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